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A. Pendahuluan

Di era reformasi ini ada gejala Pancasila ikut “terdeskreditkan” sebagai
bagian dari pengalaman masa lalu yang buruk. Sebagaisuatu konsepsi
politik Pancasila pernah dipakai sebagai legitimasi ideologis dalam
membenarkan negara Orde Baru dengan segala sepak terjangnya. Sungguh
suatu ironi sampai muncul kesan di masa lalu bahwa mengkritik
pemerintahan Orde Baru dianggap “anti Pancasila“.

Jadi sulit untuk dielakkan jikaekarang inimuncul pendeskreditan atas
Pancasila. Pancasila ikut disalahkan dan menjadi sebab kehancuran. Orang
gamang untuk berbicara Pancasila dan merasa tidak perlu untuk
membicarakannya. Bahkan bisa jadi orang yang berbicara Pancasila
dianggap ingin kembali ke masa lalu. Anak muda menampakkan kealpaan
bahkanphobia-nya apabila berhubungan denganPancasila. Salah satunya
ditunjukkandari pernyataan Ketua Umum Gerakan Mahasiswa dan Pemuda
Indonesia M Danial Nafis pada penutupan Kongres I GMPI di Asrama Haji
Pondok Gede, Jakarta, Senin, 3 Maret 2008 bahwa kaum muda yang
diharapkan menjadi penerus kepemimpinan bangsa ternyata abai dengan
Pancasila. Pernyataan ini didasarkan padahasil survey yang dilakukan oleh
aktivis gerakan nasionalistersebutpada 2006 bahwa  sebanyak 80 persen
mahasiswa memilih syariah sebagai pandangan hidup berbangsa dan
bernegara. Sebanyak 15,5 persen responden memilih aliran sosialisme
dengan berbagai varian sebagai acuan hidupdan hanya 4,5 persen
responden yangmasih memandang Pancasila tetap layak sebagai pandangan
hidup berbangsa dan bernegara(Kompas, 4 Maret 2003)

Di sisi lain, rezim reformasi sekarang ini juga menampakkan diri untuk
“malu-malu” terhadap Pancasila. Jika kita simak kebijakan yang dikeluarkan
ataupun berbagai pernyataan dari pejabat negara, mereka tidak pernah lagi
mengikutkan kata-kata Pancasila. Hal ini jauh berbeda dengan masa Orde
Baru yang hampir setiap pernyataan pejabatnya menyertakan kata–kata
PancasilaMenarik sekali pertanyaan yang dikemukakan Peter Lewuk yaitu
apakahRezimReformasi ini masih memiliki konsistensi dan komitmen
terhadap Pancasila?Dinyatakan bahwa Rezim Reformasi tampaknya ogah
dan alergi bicara tentangPancasila. MungkinRezim Reformasi mempunyai
cara sendiri mempraktikkan Pancasila. Rezim ini tidak ingin dinilai
melakukan indoktrinasi   Pancasila dan tidak ingin menjadi seperti dua
rezim sebelumnya yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi kekuasaan



2

untuk melegitimasikan kelanggengan otoritarianisme Orde Lama dan
otoritarianisme Orde Baru (Media Indonesia,  Kamis, 31 Juni 2007)

Saat ini orang mulai sedikit- demi sedikit membicarakan kembali
Pancasiladan menjadikannya sebagai wacana publik.Beberapa istilah baru
diperkenalkan untuk melihat kembali Pancasila.Kuntowijoyo memberikan
pemahaman baru yang dinamakanradikalisasi Pancasila (Kompas, 20
Februari 2001).Azyumardi Azra menggunakan istilahrejuvenasiPancasila
(Kompas, 17 Juni 2004).  Koento Wibisono mengatakan perlunyareposisi
dan reorientasi Pancasila (Makalah Pelatihan Nasional Dosen Pancasila .
2004).Simposium Hari Lahir Pancasila di Kampus FISIP UI Depok tanggal
31 Mei 2006 menggunakan istilahrestorasi Pancasila. Ada pula yang
menggunakan istilah “dekontruksi” Pancasila (Santoso. 2003)

Jika menyimak istilah-istilah yang dipakai diatas, nampaknya
Pancasila ingin diberlakukan “kembali” (re/de)tetapi dengan pemahaman
yang boleh dikatakan baru atau tidak lagi seperti masa lalu. Wacana ini
menjadi penanda bahwa Pancasila bukanlah yang pantas ikut disalahkan
tetapi lumrah untuk terus dibicarakan.Sekaliguspula mengimplikasikan
adanya kesamaan pandangan bahwa Pancasila dengan pemaknaan baru itu
perlu dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Istilah lain yang muncul
adalah bagaimana selanjutnya Pancasila itu dioperasionalkan, dipraktekkan,
difungsikan atau dikebumikan.

Sesungguhnya jika dikatakan bahwa rezim sekarang alergi terhadap
Pancasila tidak sepenuhnya benar. Pernyataantegas dari negara mengenai
Pancasila menurut penulis dewasa ini adalah dikeluarkannya ketetapan
MPR No XVIII/ MPR /1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI No II /
MPR / 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka
Prasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai
dasar Negara. Pada pasal 1 Ketetapan tersebut dinyatakan bahwa Pancasila
sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945
adalahdasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus
dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.Dokumen
kenegaraan lainnya adalah Peraturan Presiden No 7 tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009.
Salah satu kutipan dari dokumen tersebutmenyatakan bahwa dalam rangka
Strategi Penataan KembaliIndonesia,bangsa Indonesia ke depan perlu
secara bersama-sama memastikan Pancasila dan Pembukaan Undang-
Undang Dasar1945 tidak lagi diperdebatkan. Untuk memperkuat
pernyataan ini, Presiden Presiden Susilo Bambang Yudhoyonopadasalah
satu bagian pidatonya yang bertajuk "Menata Kembali Kerangka Kehidupan
Bernegara Berdasarkan Pancasila" dalam rangka 61 tahun hari lahir Pancasila
meminta semua pihak untuk menghentikan perdebatan tentang Pancasila
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sebagai dasar negara, karena berdasarkanTap MPR No XVIII /MPR/1998,
telah menetapkan secara prinsip Pancasila sebagai dasar negara. (Kompas,
1 Juni 2006)

Berdasar uraian di atasmenunjukkan bahwa di era reformasi ini
elemen masyarakat bangsa tetap menginginkan Pancasila meskipun dalam
pemaknaan yang berbeda dari orde sebelumnya. Demikian pula negara atau
rezim yang berkuasa tetap menempatkan Pancasila dalam bangunan negara
Indonesia. Selanjutnya jugakeinginanmenjalankan Pancasila ini dalam
praktek kehidupan bernegara atau lazim dinyatakan dengan istilah
melaksanakan Pancasila.Justru dengan demikian memunculkan masalah
yang menarik yaitu bagaimana melaksanakan Pancasila itu dalam
kehidupan bernegaraini.

Permasalahan ini menarik tetapi juga membosankan oleh karena ada
kesan diulang-ulang bahkan sejak Orde Baru yang dengan masif-nya
menggelorakan perlunya Pancasila dilaksanakan, diamalkan dan dihayati
oleh segenap elemen bangsa.Akhirnya orang menjadi bosan dengan retorika
pengamalan Pancasila. Namun demikian permasalahan ini penting untuk
diketahui karenamemang Pancasila tetap dibutuhkan dalam kehidupan
bernegara. Orde sekarang tidak ingin kembali pada pengamalan Pancasila
orde sebelumnya yang telah dianggap gagal tetapi juga belum menemukan
bentuk pengamalan lain yang dirasakan cocok dengan pemaknaan baru atas
Pancasila sekarang ini. Jadi sekarang ini dibutuhkan bentuk-bentuk
pelaksanaan baru atas Pancasila dalam kehidupan bernegara dengan
mensyaratkan tidak menjadikan Pancasila“berlebih-lebihan” tetapi juga
tidak menjadikannya “terdeskreditkan” secara jauh. Pancasila hendaknya
dilaksanakan secara wajar dan benar dalam kehidupan bernegara Indonesia.

Makalah ini ingin menggambarkan sekaligus mengusulkan bagaimana
melaksanakan Pancasila secara wajar sesuai dengan konteks pemaknaan
Pancasila dan dalam konteks kehidupan bernegara Indonesiaera reformasi.
Tulisan juga berupaya menyajikan bagaimana bentuk keterlibatan
warganegara dalam pelaksanaan Pancasila itu.

B. Pelaksanaan Pancasila Dalam Kehidupan Bernegara
Mengapa dalam wacana publik sejarang ini, orang leluasa untuk

memaknai kembali kembali dengan sudut pandangnya masing-masing
tetapi kemudian berhenti ketika sampai pada bagaimana Pancasila itu
dilaksanakan? Ternyata sebagai suatu konsep teoritik, Pancasila seakan tiada
habis untuk dibicarakan, namun selanjutnya dalam tataran praktis, publik
sulit untuk melanjutkan. Akhirnya timbul kesan bahwa Pancasila memang
hanya untuk disuarakan,bergema sebatas dalam wacana saja yang ujung-
ujungnya menjadi retorika ulangan.




